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ABSTRAK

Dalam sistem presidensial dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, kebadaraan
menteri merupakan pembantu Presiden di mana dalam pengangkatan dan pemberhentiannya
merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam faktanya, sistem presidensial multipartai di Indonesia
seakan membuat hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri tereduksi oleh praktik dan
dinamika koalis partai politik pendukung pemerintahan. Mulai dari era Presiden Susilo
Bambang Y udhoyono hingga Praaden Joko WIdOdO komposs menteri di kabinet selalu

merepresentasikan koalisi. Penel manakah dinamika hak prerogatif
presiden dalam pengangKetan RUipartai pada era pemilihan
presiden secara langsungf prerogatif presiden pada
pengangkatan menteri ke Braktik koalisi selama ini
telah mereduksi hak prefbgs dalam sistem presidensial
multipartai di Indonesigj iERabutusan presiden dalam
mengangkat atau membeghe 1)) h Kep Mullak presiden atau adalah

sebuah realitas politik yaé | h presid @héntera itu, Pasa 17 UUD
1945 setelah perubahan f5¢l - . A i
Negara lebih umum meigai eritetiaisnggara Akan tetapi tidak
: g dal anlimendanok ot iflent®i serta sistem presidensial.
sentedl yang berlatar belakang
ghan. Presiden seharusnya

Sementera presiden harug 'me
politik. Sehingga sangat rE
menyadari bahwa dalam gt densial-ae
sebuah keharusan. Mend; dependen (ahli) justrus
merupakan hal yang <l Ak 1l Bepainya vis dan misi
pemerintahan. Selain itu jUgeiGie jTCrApeEkial el tersebut. Aturan tersebut
mengatur bahwa orang-ora B \g-Egert XT=harus undurkan diri keanggotaan
partai politik bahkan jabatan-Jabatan Tryanm Aderg an menciptakan loyalitas ganda para
menteri. Selain itu memperkuat sistem pr&eldensal mutlak dibutuhkan, khususnya dalam
pembenahan sistem pemilu legidlatif dan mereformasi partai politik.
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